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ABSTRACT

The duty of the accountant is to audit the financial statement of the company, that is, to
verify whether or not the financial statement provided to him by his client is made in
accordance with the general principles of accounting. In addition to providing this service,
in fact accounting firms in Indonesia, especially the big ones, also provide their clients with
other services such as advice in managcment, finance, production, distribution, accounting
system and marketing. The problem is that the provision of consultancy se.rv.ices and other
advice by accounting firms may disturb the freedom of act and opinion of public
accountants, who are also performing their job as auditors of companies. The purpose of

this article is to discuss the liability of public accountant against his client in case there is a
conflict of interest in performing his professional duty as an auditor.

Kata kunci: Akuntan Publik, Tanggungjawab.

L PENDAHULUAN

Laporan keuangan suatu perusahaan, khususnya perseroan terbatas

(PT), amat diperlukan dan diandalkan oleh pihak-pihak tertentu sepertl para
pemegang saham PT, calon pemodal, pemberi pinjaman (seperti bank dan
lembaga keuvangan lainnya), dan pemasok PT yang bersangkutan, untuk
mengetahui keadaan keuangan perusahaan yang bersangkutan dan menilai
apakah perusahaan yang bersangkutan keuangannya sehat. Pemerintah juga
memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk keperluan perpajakan. Di
samping itu, pihak-pihak tersebut di atas atau peraturan perundang
‘undangan dapat mensyaratkan bahwa laporan keuangan PT harus diaudit
oleh akuntan publik. Persyaratan pengauditan laporan keuangan PT oleh
akuntan publik dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mulai berlaku sejak tanggal 7

) St.af pe‘ngaj ar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Lulus Fakultas Hukum
Um.versnas Katolik Parahyangan, Bandung (S.H.) pada tahun 1987 dan Columbia
University School of Law, New York, Amerika Serikat (LL.M,) pada tahun 1994,
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Standar Profesi
ta pedoman mcgf;f—cénm.nal Akuntan Pub[ik‘(hlm. 315.1-315.4) memberikan
P T 5CNal apa yang harus dilakukan olch auditor pengganti
dalam situasi terscbut, yaitu komunikasi antara audi pengs
auditor pendahulu seb : ; auditor pengganti dan

l ulu sebelum auditor pengganti memutuskan untuk menerima
pcn.llgi*Sﬂ.ll dari klien. Inisiatif untuk melakukan komunikasi harus datang
dari audttor pcn.gganti. Komunikasi ini baru dapat dilakukan sctelah
mendapat persctujuan dari klien. Informasi dan bahan-bahan yang diperoleh
0101} alldl_tOT pengganti dari auditor pendahulu merupakan salah satu bahan
bag auditor pellgganti sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Jika
anditor penggat}n dalam pelaksanaan auditnya mendapatkan informasi.yang
mcnyebabkap 12 yakin bahwa laporan keuangan yang tercantum dalam
laporan auditor pendahulu perlu direvisi, maka auditor pengganti harus
meminta kepada klien agar mengatur pertemuan segi tiga antara mereka dan
auditor terdahulu untuk membahas informasi ini dan memecahkan masalah
tersebut. Apabila klien menolak atau auditor pengganti merasa tidak puas
dengan .l1asi1 pertemuan tersebut, maka auditor pengganti harus
mempertimbangkannya dalam laporannya atau dalam memutuskan tindakan
lebil lanjut lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika klien tidak
menghendaki akuntan pengganti untuk mengandit kembali laporan
keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik, maka akuntan pengganti
tidak akan mengauditnya. Dengan demikian, akuntan pengganti juga tidak
akan membcrikan opininya terhadap laporan keuangan untuk tahun-tahun
tersebut. la hanya merevisi laporan keuangan jika dianggap perlu.

B. Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik

Tanggung jawab profesional akuntan publik dapat dibedakan dalam
dua katagori: tanggung jawab berdasarkan kode etik dan tanggung jawab
berdasarkan hukum. Tanggung jawab berdasarkan kode etik pada
hakikatnya merupakan tanggung jawab yang lebih bersifat moral dan
pencgakannya hanya terbatas pada organisasi profesi yang bersangkutan,
Sanksi yang tercantum dalam kode etik antara lain dapat berupa: (i)
peringatan tertulis; (ii) teguran tertulis; (iit) skorsing untuk masa tertentu;
atau (iv) pemccatan, Sanksi ini dapat dijatubkan oleh Dewan Kehormatan

Ikatan Akuntan Indonesia atas dasar pengaduan secara tertulis dan setelah
terbukti bahwa auditor yang bersangkutan bersalah dalam melaksanakan

tugasnya.

133









ERA HUKUMNO. 2/ TH. 5/ OKTOBER 1998

C. Hubungan Kausalltas

gan sebab akibat antara
an”, di antaranya ada dua teori kausalitas
jawabannya, yaitu teori condifio sine qua

rut teoti conditio sine qua non,
la akibat itu tidak akan terjadi,

Berkenaan dengan unsur “harus ada hubun

kesalahan dan timbulnya kerugi
yang mencoba untuk memberikan
non dari Von Buri dan teori adekuat. Menu .
suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabl

ji itu ti jodi : 23).
ka sebab itu tidak ada (Prodjodikoro, 1982 |
! Menurut kausalitas adekuat (adequate veroorzaking), suatu hal baru

dapat dinamakan suatu sebab dari_ suatu akibat, apabila menurut p?ngallan;ag
manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, t_)ahwa sebab itu akan dukgtn ole
akibat itu. Wirjono Prodjodikoro memberikan contoh penerapan dar ke.dua
teori kausalitas tersebut sebagai berikut: Seorang A memukul dengan tiada
alasan patut seorang lain, B, dengan .taflgan, sehingga B mendapat .luka
ringan tetapi yang mengeluarkan sedikit darah. Untuk. memberhent}kan
keluamya darah itu, B memerlukan sedikit kapas, yang ia kebetulan tidak
ada simpanan di rumahnya sendiri. Untuk keperluan tersebut, ia pergi ke
rumah seorang tetangganya. Dalam perjalanan ini ia mesti melalui sebidang
kebun kelapa. Pada waktu ia berjalan di dekat salah satu pohon kelapa itu,
kebetulan ada sebuah kelapa yang jatuh karena tertiup angin. Buah kelapa
itu menjatuhi kepala si B, sehingga B meninggal dunia seketika itu juga.
Kini terang ada suatu perbuatan melanggar hukum dari A berupa pemukulan
terhadap B dengan tangan, dan ada kematian B.Timbul pertanyaan: Apakah
pcmukulan yang dilakukan oleh si A ini dapat dikatakan menyebabkan
matinya si B? Menurut ilmu persebaban Von Buri, pertanyaan ini harus
dijawab dengan ya, karena jika pemukulan yang sangat ringan tersebut tidak
terjadi, si B tentu tidak akan pergi ke rumah tetangganya dan ia tentu tidak
akan berjalan dekat pohon kelapa yang buahnya jatuh itu (Prodjodikoro,
1982 : 23-24).

Menurut ilmu kausalitas adekuat, pertanyaan tadi harus dijawab
dengan tidak, oleh karena pada waktu A memukul si B, tidak dapat dikira-
kirakan, bahwa B kemudian akan pergi ke rumah tetangganya, dan bahwa
akan ada sebuah kelapa jatuh (Prodjodikoro, 1982 : 23-24). Meskipun teori
kausalitas adekuat tampaknya lebih logis dan wajar untuk menentukan
adanya hubungan sebab akibat, Wirjono Prodjodikoro belum dapat
menyetujui teori ini. Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori adekuat (juga
teori conditio sine qua non) mengambil pengertian kausalitas dalam arti
yang terlepas dari peninjauan suatu perbuatan sejajar dengan jalan pikiran
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dan perasaan seorang manusia (Prodjodjj .
Teori kausalitas adckyat i Jodikoro, 1982 25-27)

Walaupun demikian,

Aa : . /\8ung Belanda) tampaknya cenderunc untuk
mengikutt 1.601‘1 kausalitas adekuat dan berusaha untuk mgmbatasi
pertanggungjawaban pelaku,

Putusan Hoge Raad pada tan
majalah De Haagsche Post menyebu
dapat memberikan hak kepada ses

ggal 3 Februari 1927 yang melibatkan
tkan bahwa kerugian yang timbul yang

> : : corang untuk menuntut ganti kerugian
adalah: (1) kerugian yang timbul secara langsung dan seketika dan (ii) akibat

tersebut. merupakan akib_at dari perbuatan yang dilakukan yang secara layak
dagat dlhar_apkan akan timbul (Djojodirdjo, 1982 93). Dalam perkara ini,
majalah mingguan tersebut telah mengumumkan berita yang tidak benar
tentang situasi keuangan dari suatu holding company yang besar. Salah
Seorang pemegang saham perusahaan tersebut karenanya berpendapat
bahwa saham-sahamnya dalam waktu dekat tidak akan berharga lagi dan
memang benar-benar saham-sahamnya mulai merosot harganya. Hal mana
mungkin disebabkan oleh berita bohong tersebut, maka pemegang saham
tersebut telah mulai menjual saham-sahamnya dengan merugj. Akan tetapi
kemudian setelah kebohongan berita tersebut diketahui orang, harga saham-
saham naik lagi. Pemegang saham tersebut kemudian menuntut ganti rugi
kepada majalah - tersebut. Sebagai pembelaan, majalah tersebut
mengemukakan bahwa kerugian tersebut bukanlah ~merupakan akibat
langsung dari pengumuman berita-berita bohong tersebut, karena di antara
perbuatan dan kerugian tersebut terdapat perbuatan pemegang saham
sendiri, yakni penjualan saham-sahamnya. Tindakan pemegang szham ini
tidaklah menjadi keharusan baginya untuk melakukannya dan karena itu
merupakan perbuatan yang dilakukan secara suka rela. Majalah tersebut
telah menyangkal adanya hubungan sebab akibat antara berita-berita dalam
majalah tersebut dan kerugian yang diderita oleh pemegang saham. Namun
Hoge Raad telah menganggap adanya hubungan kausal dengan
pertimbangan sebagai berikut: Bahwa toh kerugian yang diderita sebagai
akibat dari penjualan pada waktu saham-saham tersebut untuk sementara
mengalami penurunan harga merupakan akibat langsung dan seketika
timbulnya dari perbuatan yang dilakukan. Karena penurunan harga saham-
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mempunydi kesalahan  (comgripy
o ]
putusannya tanggal 4 Februari 19160} negligence). Hoge Raad  dalam

. memutuy : )
yang discbabkan oleh penderita sama besarflk 3:1 bz}llwa 'bliamana enugian
ketentuan dalam pasal 1365 gyy Ya maka tidaklah melanggar

[ukum dan pembebanan kerugian 1,
... o hanya separuhnya (Diojodirdio. 1982 -
100). Menurut Moegni Djojodirdjo, tefap menjadi yuﬂgp:u:ien;ri g:t,ap 9szjalé

1916 bahwa kesalahan dari - .
berkurangnya tanggung jawab S};e';i‘;;:i SGILdlrl oken menyebbkan
g s . e
scdemlklgn rupa, sehingga kedua-duanya a}1)<arn us!gn mglanggar hukum
menurut imbangan dengan k : 1bebani ganti kerugian
) ‘I dengan kesalahannya masing-masing (Djojodirdi
. 100). D1 samping itu, berkenaan dengan itikad b '1?1541;3(0 o, 1982
ai
telah memutuskan dalam putusannya Reg No. 212K/Si /?%zmah Agung
November 1958 bahwa bila o . 'P- tanggal 22
ford b Tang yang menimbulkan kerugian telah berbuat
dengin ika alkt’. Orlz(mg Itu harus dibebaskan dari kewajiban untuk
membayar penggantian kerugian atau untuk memnerbaiki .y :
1978 : 37). perbaiki kerugian itu (Al
Kasus mepgenai pelanggaran profesional ini sangat jarang di
Indonesia. Penulis belum menemukan kasus pengadilan kita yang
memutuskz.m kasus Perbuatan melanggar hukum oleh auditor berdasarkan
atas ke]alalan profesionalnya (bukan tindakan yang disengaja). |

IV. KESIMPULAN

Untuk melindungi kepentingan kliennya (juga untuk melindungi
kepentingannya sendiri), pelaku profesi seperti akuntan publik harus
menghindarkan dir1 dani benturan kepentingan. Bilamana akuntan publik
mengetahui adanya benturan kepentingan, maka akuntan publik tidak boleh
menerima pekerjaan terscbut (Kantaatmadja, 1996 : 1-13). Tanggung jawab
hukum akuntan publik akan lebih besar bilamana laporan hasil auditnya juga
akan diandalkan oleh banyak orang, karena pertanggungjawaban dalam
perbuatan melanggar hukum dapat meliputi pula pihak-pihak yang tidak
memberikan penugasan kepada akuntan.

' Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang dapat
dilakukan Kklien terhadap akuntan yang diduga kuat telah melakukan
perbuatan melanggar hukum. Pertama, klien dapat mengadukan akuntan
tersebut kepada Dewan Kehormatan lkatan Akuntan Indonesia, karena
pelanggaran akuntan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar
Profesional Akuntan Publik, yaitu mengenai kebebasan tindak dan
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